
85 
 

BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya yang merupakan pembahasan data yang diperoleh di lapangan, maka 

dapat ditarik kesimpulan peneliti sebagai berikut: 

1. Responsiveness pada pelayanan publik dalam mewujudkan good governance di 

Kecamatan Hulontahalangi Kota Gorontalo dilihat dari tiga aspek yaitu 

kemampuan merespon, kecepatan dalam melayani, dan penanganan keluhan 

telah dilaksanakan dengan baik, Tetapi belum maksimal dikarenakan masih 

terdapat kendala seperti terbatasnya ruang kerja aparatur yang sering ditemui 

saat pelayanan hanya sedikit (dua, tiga orang ) dan prasarana perkantoran masih 

kurang (computer dan internet) . 

2. Faktor Pendukung dalam responsiveness pada pelayanan publik dalam 

mewujudkan good governance yang meliputi faktor partisipasi masyarakat 

berdasarkan hasil penelitian pada umumnya sudah terpenuhi dengan  baik 

melalui evaluasi kepada masyarakat ataupun pada Pegawai.  

3. Faktor Penghambat dalam responsiveness pada pelayanan publik dalam 

mewujudkan good governance yang meliputi faktor manusia dan faktor 
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peralatan berdasarkan hasil penelitian pada umumnya belum terpenuhi sesuai 

dengan harapan dari tujuan pelayanan itu sendiri.  

1.2 Saran  

Hal-hal yang perlu disarankan dalam penelitian ini adalah : 

1.  Pemerintah Kecamatan Hulonthalangi lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan 

pelayanan publik kepada masyarakat, yang akan mengurus surat-surat seperti 

surat kependudukan, ahli waris, atau akta jual beli tanah, agar nantinya dapat 

tercipta pelayanan prima kepada masyarakat melalui prinsip-prinsip good 

governance.  

2. Meningkatkan jumlah dan kemampuan aparatur dalam pelayanan, seperti 

mengikuti diklat, bimtek, sosialisasi peraturan perundang-undangan yang 

berakitan dengan pelayanan, bahkan melakukan studi banding ke 

daerah/kabupaten/kota/provinsi, yang dalam pelaksanaan pelayanan kecamatan 

sudah baik dan maju serta memenuhi harapan yang dibutuhkan masyarakat. 

3. Penting untuk meningktkan mutu pelayanan, agar masyarakat terlayani dengan 

baik. 

4. Dapat menambah dan memenuhi sarana prasarana dalam kemudahan pelayanan 

di sarankan untuk melengkapi dan memperbaiki kantor kecamatan dengan 

sistem pelayanan informasi.  
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